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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, transparansi, serta
faktor penghambat penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) sebagai wujud transparansi penyidikan di Polrestabes Medan.
Penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana yang
memerlukan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai SP2HP telah diatur secara rinci
dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, implementasinya di lapangan belum
sepenuhnya optimal karena faktor rendahnya kesadaran penyidik dan kendala
administrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan
internal dan optimalisasi sistem digitalisasi SP2HP.

Kata Kunci: Transparansi; Penyidikan; SP2HP; Polrestabes Medan.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations, transparency, and inhibiting
factors of issuing the Notification of Investigation Progress (SP2HP) as a form
of investigation transparency at the Medan City Police (Polrestabes Medan).
Investigation is a crucial stage in the criminal justice system that requires
accountability. The research method used is empirical juridical with a qualitative
and quantitative descriptive approach. The results show that although
regulations regarding SP2HP have been regulated in detail in the National Police
Chief Regulation (Perkap) Number 6 of 2019, its implementation in the field is
not yet fully optimal due to low investigator awareness and administrative
constraints. This study recommends the need to strengthen internal supervision

and optimize the SP2HP digitalization system.

Keywords: Transparency, Investigation, SP2HP, Polrestabes Medan.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan merupakan salah
satu tahapan penting dalam penegakan hukum pidana. Tahap ini menjadi dasar bagi
proses peradilan berikutnya karena di sinilah dilakukan pengumpulan alat bukti
untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana serta siapa pelakunya. Oleh karena
itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi sangat
krusial untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak,

baik pelapor maupun terlapor.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan transparansi
dalam penyidikan adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP). Kewajiban penyidik untuk memberikan SP2HP kepada pelapor atau

pihak yang berkepentingan diatur dalam berbagai regulasi hukum nasional.

Secara normatif, ketentuan mengenai SP2HP berakar pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), khususnya Pasal 109 ayat (1) yang mengatur bahwa
penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada
penuntut umum. Prinsip ini kemudian diperluas dalam praktik agar juga
mencakup pemberitahuan kepada pelapor.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang menegaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14,

bahwa salah satu tugas Polri adalah memberikan pelayanan kepada
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masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum
pidana.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang
merupakan pembaruan dari Perkap Nomor 14 Tahun 2012, mengatur
secara eksplisit mengenai SP2HP. Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal
40, disebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP secara
berkala kepada pelapor paling sedikit satu kali setiap 30 (tiga puluh)
hari sejak laporan diterima hingga penyidikan dinyatakan selesai.

4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/2/11/2020 tentang Pengiriman SP2HP kepada Pelapor melalui media
elektronik, yang memperkuat aspek transparansi digital dan kemudahan
akses informasi bagi masyarakat.

5. Regulasi terbaru yang menguatkan prinsip transparansi ini juga sejalan
dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis

akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Dari ketentuan tersebut, SP2HP dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyidik kepada masyarakat, khususnya pelapor, untuk
memberikan kepastian dan kejelasan tentang tindak lanjut laporan yang telah
disampaikan. Dengan demikian, keberadaan SP2HP menjadi salah satu indikator
kualitas transparansi penyidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.
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Namun, dalam praktiknya, efektivitas transparansi penyidikan melalui
penerbitan SP2HP masih sering dipertanyakan. Banyak laporan masyarakat yang
tidak mendapatkan SP2HP secara berkala, atau bahkan tidak pernah menerima
pemberitahuan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara
norma dan pelaksanaan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan

ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SP2HP antara
lain: keterbatasan sumber daya manusia penyidik, kurangnya pemahaman terhadap
kewajiban administratif, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum
optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem penyidikan. Selain itu,
masih terdapat kecenderungan tertutupnya penyidik dalam memberikan informasi,
dengan alasan menjaga kerahasiaan penyidikan, yang kadang justru mengaburkan

batas antara kerahasiaan dan ketidaktransparanan.

Ketidaktransparanan penerbitan SP2HP dapat terjadi dalam berbagali

bentuk, yaitu :

1. SP2HP tidak diterbitkan secara periodik sebagaimana diamanatkan
peraturan.

2. Isi SP2HP yang diberikan tidak memuat informasi substantif mengenai
perkembangan penyidikan.

3. SP2HP hanya disampaikan setelah adanya desakan atau permintaan
dari pelapor.

4. Tidak adanya saluran pengaduan yang efektif bagi pelapor ketika

SP2HP tidak diterbitkan.
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Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penerbitan SP2HP belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi penyidikan, sebagaimana
diidealkan oleh regulasi hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai Transparansi
Penyidikan melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyelidik polisi adalah
Transparasi proses penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena terlalu
banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah
penyidikan polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok
penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan

profesional .

Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak
pidana yang dilakukan oleh SatReskrim adalah adanya hak pelapor untuk
mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya.
Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan
SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang telah

dilakukan oleh Reskrim.?

Penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan (SP2HP) kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik

! Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak
Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Turis Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), (2024): hal.
29-42

2 Badriyah Khaleed,, Panduan Hukum Acara Pidana, Medpres Digital, Yogyakarta, (2014),
hal.28
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untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses
penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan
terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini kadangkala penyampaian
surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) baru disampaikan
setelah penyidikan berlangsung lama. Maksud berlangsung lama artinya bahwa
tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan
penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)
kepada penuntut umum. Adanya alasan tertundanya penyampaian penyampaian
surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) karena terkait
dengan kendala teknis, menurutnya hal tersebut justru dapat menyebabkan
terlanggarnya asas due process of law seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD

19453

Dari sisi social justice, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan
hukum vyang tersangkut paut dengan penyampaian surat pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bukan hanya Penuntut Umum melainkan
Korban dan Tersangka.* penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan (SP2HP) lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh
penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum
Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan
kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif dalam menjaga

ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung.

% Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahtatan, CV. Anugrah Utama Raharja,
Bandar Lampung, (2016), hal. 30.

4 Hartono,, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, , (2012), hal. 123.
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Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan penyampaian
surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya kepada
Penuntut Umum melainkan tersangka/terlapor dan korban/pelapor memberikan
dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan penyampaian surat
pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Oleh Kkarena itu
berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas
penyidik untuk menerbitkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan

hasil penyidikan (SP2HP) kepada 3 (tiga) pihak tersebut.®

Pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan (SP2HP) hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi
kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang
dilakukan oleh penyelidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak
ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. penyampaian surat pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi hal penting bagi
tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum

dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan.®

Asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum
yng disangkakan kepada tersangka/terlapor. penyampaian surat pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sejalan dengan asas ketujuh ini karena
didalam penerbitan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan (SP2HP) terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan

® Prodjohamidjojo M,, Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP, Jakarta:
Ghalia Indonesia, (2012), hal. 74.

6 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 3, Jakarta: Djambatan, (2002),
hal. 80.
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atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang
ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya penyampaian surat pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) memberikan informasi yang jelas dan
tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses
penyidikan. Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh
Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan penyampaian surat pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) telah memenuhi keenam asas hukum

acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.’

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh
mana efektivitas penerapan SP2HP sebagai bentuk transparansi penyidikan,
menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menemukan
aspek-aspek ketidaktransparanan yang masih terjadi dalam praktik penyidikan oleh

aparat penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja pengaturan hukum nya yang berlaku sampai saat ini yang
dipakai mulai dari KUHAP sampai dengan Peraturan Kapolri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyebab terjadinya

keterlambatan dan ketidaktransparanan dalam penerbitan SP2HP?

"Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak
Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), (2024): hal.
29-42.
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3. Bagaimana penerbitan SP2HP masih belum mencerminkan prinsip
transparansi penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang
mengatur mengenai SP2HP sebagai bentuk transparansi penyidikan
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat
atau  kendala yang  menyebabkan  keterlambatan  dan
ketidaktransparanan dalam penerbitan SP2HP.

3. Untuk menguraikan bentuk-bentuk ketidaktransparanan yang masih
terjadi dalam penerbitan SP2HP serta implikasinya terhadap

kepercayaan masyarakat dan prinsip akuntabilitas penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya
hukum acara pidana, mengenai konsep transparansi dan akuntabilitas

dalam proses penyidikan.
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. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi

hukum yang meneliti topik serupa terkait efektivitas penerapan SP2HP
dan mekanisme kontrol terhadap kinerja penyidik.

Memperkuat dasar teoritis mengenai hubungan antara asas transparansi,
perlindungan hak pelapor, dan prinsip due process of law dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia.

Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyidikan

melalui optimalisasi penerbitan SP2HP.

. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelapor,

mengenai hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan
laporan atau penyidikan yang sedang berjalan.

Menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan prinsip keterbukaan
informasi publik di lingkungan kepolisian sebagai upaya membangun

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

15 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Tabel Rangkuman Penelitian Terdahulu

No. Peneliti & Rumusan Hasil Penelitian Persamaan/ Kebaharuan
Masalah Perbedaan
1. Ajis, Ananda Putri Efektivitas surat Persamaan ini Kajian
Pratiwi Triastuti. (2021) pemberitahuan adalah penelitian mendalam
1. Bagaimana efektivitas perkembangan empiris. tentang
surat pemberitahuan penyidikan (SP2HP) Perbedaan ini bagaimana
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perkembangan
penyidikan (SP2HP)
dalam mewujudkan
transpransi penyidikan
oleh penyidik Polri

dikota Makassar.

2.Bagaimana akibat
hukum penerbitan surat
pemberitahuan
perkembangan hasil
penyidikan (SP2HP)
dalam proses penyidikan
oleh penyidik polri Kota
Makassar yang tidak
berdasarkan asas

keterbukaan.

dalam mewujudkan

transparansi
penyidikan oleh
penyidik Polri di

Kota Makassar

belum cukup efektif,

khususnya oleh
Polrestabes

Makassar.

penelitian ini
dilakukan di Kota
Makassar
propinsi Sulawesi
Selatan, yakni
kantor Kepolisian
yang berada
dalam lingkup
wilayah
kepolisisan
daerah Sulawesi
selatan dengan
mengambil
sampel penelitian
yakni Kepolisian
Resor Kota Besar

Makassar.

mekanisme
penerbitan
SP2HP di
Polrestabes
Medan dan
apakah prosedur
tersebut sudah
sesuai dengan
prinsip
transfaransi serta
perlindungan

hak pelapor?®

Putro, Gusti Hutomo.

(2017)

1. Bagaimana SP2HP
(Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil
Penyidikan) diberikan
kepada pelapor sebagai

bagian dari kewajibannya

Pengaturan hukum
mengenai SP2HP
tercantum dalam
Peraturan Kapolri
(Perkap) Nomor 16
tahun 2010 tentang
tata cara pemberian

informasi kepada

Persamaan ini
adalah penelitian
yuridis empiris.

Perbedaan ini

penelitian ini

dilakukan di

wilayah hukum

Kajian
mendalam
tentang
bagaimana
mekanisme
penerbitan
SP2HP di

Polrestabes

8 Ananda Putri Pratiwi Triastuti, Ajis, “Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh
Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar”, 2021, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10738/.
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untuk memastikan masyarakat di Polres Medan dan
akuntabilitas dan lingkungan Mandailing Natal | apakah prosedur
transparansi dalam Kepolisian, Perkap tersebut sudah
proses penyidikan? Nomor 14 tahun sesuai dengan
2 Bagaimana SP2HP 2011 tentang kode prinsip
diberikan kepada pelapor etik profesi, Perkap transfaransi serta
sebagai bagian dari Nomor 14 Tahun perlindungan
kewajibannya untuk 2012 tentang hak pelapor?
memastikan akuntabilitas manajemen
dan transparansi dalam penyidikan tindak
proses penyidikan? pidana.
3. Apa saja hambatan
yang menghalangi
pemberian SP2HP
sebagai bagian dari
kewajibannya untuk
memastikan akuntabilitas
dan transparansi dalam
proses penyidikan?°.
3. Edi Saputra Hasibuan. Terkait hal tersebut Persamaan ini Kajian
(2020) dalam adalah penelitian mendalam
1. Bagaimana alur proses pelaksanaanya tentu empiris. tentang
penyelidikan dan saja menemui Perbedaan ini bagaimana
penyidikan dalam berbagai kendala penelitian ini mekanisme
serta melalui proses dilakukan di penerbitan
dan SOP yang Kepolisian SP2HP di

® Gusti Hutomo, Putro, “Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik
Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polres
Mandailing Natal),” (2017), http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12179.
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menegakkan hukum oleh berlaku. Dalam Republik Polrestabes
kepolisian penyelesaaian suatu Indonesia. Medan dan
2. Bagaimana kasus tersebut apakah prosedur
transparansi penyelidikan berupa pelanggaran tersebut sudah
dan penydikan oleh Polri atau tindak pidana, sesuai dengan
dalam rangka apakah suatu kasus prinsip
meningkatkan pelayanan itu mengandung transfaransi serta
pada masyarakat unsur tindak pidana perlindungan
atau tidak. hak pelapor?*©
10 Edi Saputra Hasibuan, “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian”, Justicia

Sains:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 05, No 02, (2020), http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penyisikan
2.1.1 Definisi Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan awal dari proses peradilan pidana yang
menentukan arah dan hasil penegakan hukum pidana. Kualitas penyidikan yang
dilakukan oleh aparat kepolisian akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan
dan peradilan pidana di tahap selanjutnya. Menurut Andi Hamzah, penyidikan
merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana karena di tahap inilah
dilakukan upaya menemukan kebenaran materiel suatu tindak pidana yang

dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, penyidik berkewajiban tidak
hanya melakukan tindakan hukum secara profesional dan proporsional, tetapi juga
menjamin adanya keterbukaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara

yang terlibat dalam proses hukum.

11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 102.
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2.1.2 Tujuan dan Asas-Asas Penyidikan

Tujuan utama penyidikan adalah untuk memperoleh bukti yang cukup
guna menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara kepada penuntut umum.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, maka tindakan penyidikan itu bertumpu pada kegiatan mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti, sedangkan bukti-bukti yang dimaksud menunjuk pada
alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang
terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa dan berdasarkan bukti-bukti tersebut penyidik dapat menemukan

tersangkanya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyidikan juga harus
menjunjung asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas
profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas transparansi sebagai bagian dari

akuntabilitas publik.

Untuk menjamin bahwa tindakan penyidikan dilakukan dengan baik,
penyidik maupun penyidik pembantu harus berpedoman kepada prinsip-psinsip

sebagai berikut:
1. Legalitas

Prinsip legalitas dalam tindakan penyidikan berkaitan dengan ketentuan
Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan
pidana yang telah ada. Tindakan penyidikan tidak dapat dilakukan

terhadap suatu peristiwa yang tidak diatur oleh ketentuan hukum pidana
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yang berlaku, selain itu tindakan penyidikan tidak dapat dilakukan
terhadap perbuatan yang diatur oleh suatu ketentuan hukum pidana yang

telah dihapus keberlakuannya sebelum peristiwa itu terjadi.
2. Profesional

Penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyidikan
harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, baik berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan
keputusan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang.
Tindakan penyidikan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak asasi
manusia, karena dalam pelaksanaannya penyidik diberikan kewenangan
untuk melakukan upaya paksa yang disediakan oleh undang-undang dalam
rangka memperlancar proses penyidikan. Berkaitan hal itu, maka pejabat
yang ditunjuk, selain harus memiliki kewenangan yang sah juga harus
dibekali kemampuan dan keahlian khusus di bidang penyidikan, agar

tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik dan tepat sasaran.
3. Proporsional

Penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus
sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Seorang penyidik
harus menjaga keseimbangan antara wewenang yang dijalankan dengan
tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki, artinya
wewenang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga

penanganan perkara dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi
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manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak

terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
4. Procedural

Proses penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata
cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataun
peraturan pelaksanaan lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
Peraturan yang menjadi panduan dalam melaksanakan proses penyelidikan
yaitu: Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan teknis
lainnya seperti Peraturan Kapolri bagi penyidik Polri dan Peraturan Jaksa
Agung bagi penyidik khusus Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi dan

Peraturan lainnya yang berlaku bagi penyidik PPNS dan penyidik KPK.
5. Transparansi

Proses penyidikan harus dilakukan secara terbuka. Tersangka dan pelapor
atau pengadu berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan
perkara yang dilakukan oleh penyidik, kecuali terhadap jenis-jenis tindak
pidana tertentu yang penanganannya harus dirahasiakan untuk
kepentingan kelancaran penydikan dan penyelidikan. Masyarakat dapat
memantau dan mengawasi proses penyidikan yang dilakukan, kecuali
terhadap materi pemeriksaan. Bagi pihak yang menjadi pelapor atau
pengadu berhak untuk mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan

hasil penydikan.
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Asas transparansi ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan informasi

mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani.

6. Akuntabel

Akuntabel mengandung pengertian, setiap proses penydikan yang
dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan
penyidik, kepada masyarakat maupun kepada hukum yang berlaku. Semua
upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional. Jika tindakan dilakukan secara
menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, maka penyidik akan
mendapatkan sanksi yang tegas,baik secara kedinasan maupun secara

hukum, jika tindakannya melanggar hukum yang berlaku.
7. Efektif dan efisien??

Setiap penyidikan yang dilakukan harus sedapat mungkin dilaksanakan
secara cepat, tepat, murah, dan tuntas dengan target pencapaian yang
maksimal. Untuk sampai pada target dan sasaran dimaksud, penyidik harus
mampu mengukur penggunaan waktu dan biaya yang seoptimal mungkin

dengan pencapaian sasaran yang tepat. Penyelesaian perkara yang

2 D.Y, Witanto, “Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik” , cet 1, Depok:

Imaji Cipta Karya, (2019), hal. 22-27
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berlarut-larut, salain akan merugikan kepentingan orang lain, juga akan

menimbulkan biaya penanganan perkara menjadi lebih besar.
2.1.3 Dampak Penyidikan terhadap kepercayaan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam
memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi
publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan
tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang
memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi
atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang.
Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada
masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Sistem pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien,
dan tidak diskriminatif.’3, Menurut Agus Dwiyanto, mendefinisikan pelayanan
publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah
warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti SP2HP, pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian,
Sertifikat Tanah, 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), Berlangganan Air minum,

Listrik, dan sebagainya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh

13 M. Rozikin, Wa Hesty, Sulikah Sulikah, “Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan
Publik: teori, konsep dan aplikasi”, Jurnal Borneo Administrator, vol 16 no 1 (2020),
doi.org/10.24258/jba.v16i1.603,
http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/603.
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pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya itu sendiri dan
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.4

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67
Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan publik, birokrat harus
diarahkan untuk fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan. Menurut Obsorne dan Gaspersz'® mengatakan pemerintah dituntut
untuk lebih fokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan masyarakat, juga
menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik, mengutamakan
apa Yyang diiginkan masyarakat, serta mengutamakan antisipasi terhadap
permasalahan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah
segala bentuk kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat dimana pemerintah dituntut untuk fokus pada kepentingan

masyarakat. 8

14 Fitri Ayuningtiyas, “Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online
Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, vol 2 no
3 (2022), https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/259.

15 Marni, Susi, et al, “Hukum Administrasi Negara : Konsep dan Implementasi”, Edited
by Suwandi, Suwandi, Eureka Media Aksara, (2024),
https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/568846/hukum-administrasi-negara-konsep-
dan-implementasi.

18 Tbid, hal. 76-75.
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Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk:

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.

c. Menetapkan pelaksanaan yang kompoten; \

d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik

yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas

penyelengaraan pelayanan publik.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal adanya prinsip-
psinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB)
yang sangat berfungsi dan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan
pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, bebas dari pelanggaran peraturan,
tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-sewenang. 1’Asas-
Asas utama yang melekat secara erat pada pelayanan publik adalah sebagai
berikut.®

a. Asas Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin

bahwa para stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan
keputusan, pengelolaan aktivitas, serta dengan mudah memperoleh

informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan

17 Hr, R., “Hukum administrasi negara”, (2018),
https://lib.umpalembang.ac.id/libfh/index.php?p=show_detail&id=18568&keywords=.

18 Adrian, S, “Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik”, Sinar Grafika. Jakarta.
(2022), https/schollar-google.com/Hukum-perizinan-dalam-sektor-pelayanan-publik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

20 Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meg%rcleléls"(i:arom (renository tma acid)29 /7 /26



Eagles Yohanes Turnip - Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan ...

diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci, dan
jelas.

b. Asas Integrasi mengandung makna “berurusan secara langsung” dan
ketuntasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Asas
moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran,
standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan
dana-dana dan sumber daya publik.

c. Asas Akuntabilitas berkenaan dengan proses dimana unit-unit
pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus
bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah
dipercayakan kepada setiap palayan publik.

d. Asas Legalitas menjelaskan bahwa setiap tindakan, pengambilan
keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayan publik harus
sejalan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

e. Asas Non Diskriminasi bahwa pelayanan publik harus bekerja atas
dasar prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga
masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama, kemampuan fisik,
aspirasi politik, dan sebagainya.

f. Asas Proporsionalitas berkaitan erat dengan beban-beban administratif,
biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat
apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.

g. Asas Konsistensi menjelaskan bahwa warga masyarakat/stakeholders
layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-

institusi pelayanan pelayanan publik akan bekerja secara konsisten
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sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku
administratifnya.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam

administrasi pemerintahan. Asas Umum pemerintahan yang baik yang dimaksud

meliputi asas:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,
kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara
seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang
lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga
masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat
yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)
kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan
generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7)
kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan (8) kepentingan pria dan
wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan.

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau
pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan
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dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak
secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan.

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa
suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan
dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau
tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sbelum keputusan
dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau
tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan.

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum.

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan
yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik.
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Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya
yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.*®

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan

sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun 20prinsip
pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan, persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit
kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan
publik dan tata cara pembiayaan.

c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

9 1bid, hal, 51-53.
2 Ibid, hal 06-07.
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g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana
kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi/telekomunikasi dan informatika.

h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi/telekomunikasi, dan informatika.

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan, santun dan ramah serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas.

J. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti
toilet, parkir, tempat ibadah, dan lain-lain.

Efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan
pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari
pelayanan publik itu sendiri. Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu
tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut

dengan waktu yang telah ditetapkan.

2.2 Tinjauan Umum tentang SP2HP

2.2.1 Definisi SP2HP

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

merupakan instrumen administratif yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian untuk
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memberikan informasi kepada pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan

perkara yang dilaporkannya. SP2HP adalah surat resmi yang diterbitkan oleh

penyidik kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan yang berisi informasi

mengenai perkembangan penanganan suatu laporan atau perkara pidana. SP2HP

wajib diberikan secara berkala paling sedikit satu kali setiap 30 (tiga puluh) hari

sampai penyidikan dinyatakan selesai.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

a.

Pokok pekara

Tindakan penyidikan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya

Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan

Rencana Tindakan selanjutnya

Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan

kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 38 ayat (1)

menyebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor atau pihak

yang berkepentingan secara berkala sesuai dengan perkembangan penyidikan.

SP2HP berisi informasi yaitu :

a. tahapan penyidikan yang telah dilakukan;

b. hambatan yang dihadapi penyidik; dan

c. rencana tindak lanjut penyidikan.

SP2HP merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip transparansi dan

akuntabilitas penyidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo,
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keterbukaan dalam proses penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan
hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas

prosedural.?

2.2.2 Tujuan dan Fungsi SP2HP

Tujuan utama dari penerbitan SP2HP, yaitu :

1. Memberikan kepastian hukum kepada pelapor mengenai tindak lanjut
laporannya,;

2. Menjamin akuntabilitas penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan;

3. Mewujudkan transparansi dan pelayanan publik di bidang penegakan

hukum.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2022 tentang Optimalisasi
Pelayanan Informasi Melalui Penerbitan SP2HP, pemberian SP2HP bukan hanya
sebagai formalitas administrasi, tetapi harus disampaikan secara berkala dan
substantif agar pelapor benar-benar memahami perkembangan penanganan

laporannya.

Fungsi SP2HP juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara
untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana informasi

penyidikan yang tidak bersifat rahasia wajib diberikan kepada pihak yang berhak.

21 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, (2009), him. 87.
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2.2.3 Landasan Hukum Penerbitan SP2HP
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan istilah SP2HP, namun prinsip
transparansi dalam penyidikan tersirat dalam Pasal 109 ayat (1) yang
mewajibkan penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penuntut umum. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme
pelaporan dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan penyidikan.
Dengan analogi yang sama, pemberitahuan kepada pelapor juga
merupakan bagian dari asas keterbukaan dan akuntabilitas proses

penyidikan.?2

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini, ditegaskan bahwa tugas
pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat termasuk
pemberian informasi tentang perkembangan penyidikan perkara, yang
secara operasional diwujudkan dalam bentuk SP2HP. Dengan demikian,
kewajiban memberikan SP2HP merupakan bagian dari tugas pelayanan

publik yang melekat pada fungsi penyidikan Polri.?®

22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Komentar-
komentarnya, Politeia, Bogor, (2018), hal. 45.
2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

(2015), hal. 233.
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk
lembaga penegak hukum, wajib menyediakan informasi publik yang dapat
diakses masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara,
pribadi, atau yang dapat menghambat proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa
badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon.
Dengan demikian, SP2HP merupakan bentuk pemenuhan hak atas

informasi publik bagi pelapor tindak pidana.?*

4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak

Pidana.

Pearaturan Kapolri (Perkap) ini merupakan regulasi teknis utama yang
mengatur tentang mekanisme penyidikan, termasuk kewajiban pemberian

SP2HP. Dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan :

“Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan secara

berkala sesuai dengan perkembangan penyidikan.”

24 Ahmad Ramli, Keterbukaan Informasi Publik dalam Negara Demokrasi, Refika Aditama,
Bandung, (2017), hal. 52.
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Ketentuan ini menegaskan bahwa SP2HP adalah kewajiban hukum, bukan

kebijakan opsional. Pelapor berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat

mengenai perkara yang dilaporkannya.?®

5. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2022 tentang Optimalisasi

Penerbitan SP2HP.

Surat edaran ini memperkuat pelaksanaan SP2HP agar tidak sekadar
formalitas administratif. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa isi
SP2HP harus informatif, komunikatif, dan disampaikan tepat waktu, baik
secara langsung maupun elektronik. Selain itu, diharapkan adanya sistem
pengawasan internal terhadap kepatuhan penyidik dalam menerbitkan
SP2HP.26 Surat Edaran Kapolri ini juga mendorong peningkatan
pelayanan publik di lingkungan Polri melalui digitalisasi proses

penyidikan dan sistem informasi yang dapat diakses pelapor secara

transparan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transparansi dalam Penyidikan

2.3.1 Definisi Transparansi dalam Penyidikan

Transparansi dalam penyidikan merupakan bagian dari prinsip good

governance dan due process of law, di mana setiap tindakan penyidik harus dapat

dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menurut

%5 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, (2019).

% Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2022
tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Melalui Penerbitan SP2HP, Jakarta, (2022).
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Miriam Budiardjo, transparansi merupakan keterbukaan dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik agar dapat diawasi masyarakat.?’

Dalam konteks penyidikan, keterbukaan informasi melalui SP2HP adalah
upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan penyidik dengan hak pelapor sebagai
pihak yang mempercayakan laporan kepada negara. Transparansi juga merupakan
bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor dari potensi penyalahgunaan

wewenang atau kelalaian dalam penanganan laporan tindak pidana.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan hukum di atas, dapat
disimpulkan bahwa penerbitan SP2HP memiliki landasan hukum yang jelas, baik
dari aspek undang-undang, peraturan kepolisian, maupun prinsip-prinsip
administrasi publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala baik dari
segi sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun budaya hukum yang belum
sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, penguatan implementasi SP2HP menjadi

kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan.
2.4 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

2.4.1 Definisi Praperadilan

Proses hukum acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 Desember

1981.28 Setelah KUHAP tersebut diundangkan, maka telah melahirkan suatu

27 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2016),
hal. 145.

28 C. Djisman Samosir, Segengam tentang Hukum Acara Pidana ,Bandung: Nuansa Aulia,
(2013), hal.1.
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Lembaga baru yaitu praperadilan. Praperadilan sendiri dibentuk sebagai sarana
kontrol bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh
undang-undang agar tidak bertindak sewenang-wenang.?°

Praperadilan merupakan suatu kewenangan Pengadilan Negeri untuk
memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau
permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka tentang sah
atau tidaknya penghentian penyidikan atau pengehentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti rugi
keluarga atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan adalah
lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam
Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sebagaimana
disebut dengan KUHAP. Dengan demikian, Praperadilan melakukan pengawasan
atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun
penuntutan, bahwa tindakan penyidik tersebut menjelaskan adanya suatu
pengawasan antara instansi lembaga negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sebagai
penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahan,
pengehentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan
penggantian kerugian atau rehablitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan
ketentuan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

2 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana — Suatu Pengantar ,Jakarta: Kencana,
(2014), hal.185.
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X11/2014, pada Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa “Praperadilan adalah
wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang
sebagaimana di atur oleh Undang — Undang, antara lain tentang;

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan”.*°

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUUXI1/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek
praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu
objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHAP. Pasal 77 huruf
(a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah

konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan

30 HMA.. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum ,Malang, UMM Pres, (2010),
hal. 251
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hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan
tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Maka dengan kata lain, penetapan tersangka setelah dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka
menjadi objek Praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat,
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup kajian proses

dan prosedur dari Praperadilan.

2.4.2 Praperadilan prapid karena Penyidikan

Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut pedoman
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk kepentingan
perlindungan atas Hak Asasi Manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu
proses pidana. Mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana indonesia
mengenai suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan
permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain

atau kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Permohonan praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok
disidangkan di pengadilan. Oleh sebab itu, dinamakan pra atau sebelum dan
peradilan atau persidangan. Praperadilan juga menjadi upaya dari pemerintah untuk
memperbaiki hukum acara pidana peninggalan Belanda atau Herzienner Inlands
Reglement (HIR). Karena, di dalam hukum acara pidana sering terjadi upaya paksa

oleh aparat penegak hukum yang dilakukan tampa menghormati Hak Asasi
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Manusia, sehinga dibentuklah praperadilan dalam rangka mengawasi tindakan

penyidik.

Mengutip Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian, untuk pihak-

pihak yang dapat mengajukan praperadilan, diataranya:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya
kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal
79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan
Negeri dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 80 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana)

3. Permintaan ganti kerugian adan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian
penyidikan dan penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga
yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan
menyebut alasannya (Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana)

Dalam Pasal 78 ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

35

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meg%rcleléls"(i:arom (renository tma acid)29 /7 /26



Eagles Yohanes Turnip - Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan ...

Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan
dijelaskan dalam Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

yaitu:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang
ditunjuk menetapkan hari sidang

2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan
atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan
penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak
sahnya penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disitayang tidak
termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari
tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-
lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya

4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan
belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada
tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan

permintaan baru.

Mekanisme pembentukan praperadilan menurut pedoman pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk kepentingan
perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu
proses pidana. Proses praperadilan harus mendapat perhatian dan tempat khusus,
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karena tampa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan
ditindas oleh kekuasaan. Praperadilan juga berupaya untuk mengurangi timbulnya
penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dalam melakukan penghentian

penyidikan, serta penghentian penuntutan.

2.4.3 Laporan Polisi Diabaikan Warga bisa mengajukan Praperadilan
Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia (Wamenkum) Edward Omar
Sharif Hiariej mengatakan masyarakat bisa mengajukan gugatan praperadilan bila
laporan yang disampaikan ke kepolisian diabaikan. Langkah ini bisa dilakukan
seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun

2023 yang diberlakukan sejak 2 Januari 2026.

Ada 3 objek praperadilan yaitu:

1. Andue Delay, kalau ada laporan tapi tidak ditindaklanjuti polisi maka
bisa dilakukan praperadilan apabila laporan ke kepolisian dicuekin
dan tidak ditanggapi.

2. Penangguhan penahanan, dimana terkadang 1 perkara di kepolisian
ditahan sedangkan di kejaksaan tidak ditahan.

3. Penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak

pidana.
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BAB I11

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian
berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis
sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan
mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu sehingga dapat
mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang
cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa

permasalahan yang dihadapi.

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Oktober 2025 setelah
dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Selanjutnya sekitar bulan
Desember 2025 dilakukan seminar hasil setelah dilakukan penelitian lapangan
(reserach), selanjutnya pada bulan Maret 2026 dilakukan ujian meja hijau setelah

mendapat persetujuan dari pembimbing I.

Tabel 2 : Tabel Waktu Penelitian

No Bulan
Kegiatan April 2025 | September | Oktober Februari Maret
2025 2025 2026 2026

1/2{3/4(1{2|3|4|1(2|3(4|1(2]3|4|1|23|4

1 Pengajuan Judul
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2 Penulisan Dan

Bimbingan Skripsi

3 Seminar Proposal
4 Seminar Hasil
5 Pengaajuan Jadwal

Sidang Meja Hijau

6 Sidang

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Polrestabes Medan.
3.2 Metodologi Penelitian
3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan empiris
(fakta di lapangan), dengan tujuan melihat efektivitas, implementasi, dan dampak
hukum di tengah perilaku nyata masyarakat melalui data primer seperti wawancara
dan observasi di lokasi penelitian (studi lapangan). penelitian ini menggunakan
penelitian Kuantitatif, yang pada prinsip umumnya mendasari adanya gejala dalam
kehidupan manusia atau pola analisis gejala sosial budaya dari masyarakat langsung
untuk memperoleh gambaran mengenai pola budaya yang berlaku. Peelitian

Kuantitatif adalah metode ilmiah sistematis yang menggunakan data numerik
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(angka) dan analisis statistic untuk menguji teori atau hipotesis, bertujuan
mengukur varibael dan hubungan antar variable secara objektif, serta menghasilkan

temuan yang dapat digeneralisasi pada populasi lebih luas..

Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk
memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme
pelaksanaan SP2HP dan implementasi SP2HP menjadi kunci untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan kepada pelapor. Metode deskriptif
Kualitatif bertujuan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena
yang diteliti melalui kata-kata, penjelasan naratif, serta interpretasi peneliti terhadap
data yang diperoleh. mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan
bagaimana aspek hukum dan kendala pelaksanaan SP2HP dalam konteks

transparansi penyidikan kepada pelapor.

Pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur SP2HP, seperti
KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach),

Untuk memahami makna dan penerapan konsep transparansi,
akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam konteks penyidikan.

3. Pendekatan kasus (case approach)

Dengan menelaah kasus-kasus seperti : pencurian, penipuan, pembunuhan,
bullying, penistaan agama, pencemaran nama baik, penyebaran berita

palsu (hoax), dan sebagainya.
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3.2.2 Jenis Data
a. Bahan hukum primer

(autoratif)®® yaitu Peraturan perundang-undangan seperti: KUHAP,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI,
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2020, serta regulasi terbaru yang

relevan.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang terdiri
dari literatur hukum, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum,
maupun tulisan-tulisan ilmiah serta pendapat para ahli hukum pidana dan

hukum administrasi yang terkait dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan lain

sebagainya.
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian yuridis empiris, berupa data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bentuk
dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tampa terikat

waktu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi lapangan (field research), melalui

81 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
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sebuah wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis.
Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap
penyidik, yang disidik dan akademisi.®> Oleh karena itu, penulis menyusun
pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan
dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil

wawancara yang ditulis oleh peneliti.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif.
Data penelitian kuantitatif bersifat deskriptif analitis, yaitu data numerik yang
diolah untuk menggambarkan kondisi objek penelitian serta menganalisis pola dan
kecenderungan yang muncul berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif.
Contohnya mendata tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam

bentuk skor 1 — 5, lalu menghitung:

a. Persentase responden tiap kategori, yaitu penyidik, yang disidik, dan
akademisi
b. Rata-rata tingkat kepuasan

c. Tren kepuasan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan

32 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.
106.
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Tabel 3. Tabel keterangan skor 1-5

1. | Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Baik / Sangat
Rendah

2. Tidak Setuju / Tidak Baik / Rendah

3. Netral / Cukup / Sedang

4. Setuju / Baik / Tinggi

5. Sangat Setuju / Sangat Baik / Sangat Tinggi

Tabel 4. Tabel Variabel X dan Variabel Y berdasarkan studi terkait

Variabe Bebas X Variabel Y

1. Kualitas Penerbitan Surat Tingkat Transparansi Penydikan

Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penydikan
2. Performa/Kinerja Penyidik Kepuasan Pelapor
3. Responsivitas Penyidik Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Polisi
4. | Pengelolaan dan Penggunaan SP2HP Akuntabilitas Proses Penyidikan

5. | Dukungan Institusi Polrestabes Medan Efektivitas Penyelesaian Pengaduan

Analisis dilakukan secara deskriptif-kuantitatif, yaitu teknik analisis data
numerik melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi objek penelitian
secara nyata dan sistematis. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran faktual
mengenai variabel penelitian berdasarkan hasil jawaban responden tampa

melakukan pengujian hipotesis yang bersifat kompleks.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai SP2HP telah diatur secara jelas dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHAP Pasal 109
ayat (2) yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan
perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
serta secara teknis dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Regulasi tersebut
menunjukkan bahwa SP2HP merupakan bentuk konkret penerapan asas
transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana.

2. Bentuk-bentuk ketidakterbukaan dalam penerbitan SP2HP antara lain:
keterlambatan penyampaian, isi surat yang tidak informatif, tidak
adanya tindak lanjut terhadap laporan pelapor, serta tidak tersedianya
bukti administrasi pengiriman SP2HP. Praktik ini bertentangan dengan
prinsip good governance dan asas keterbukaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan penerbitan SP2HP

di lapangan belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, masih
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banyak pelapor yang tidak menerima SP2HP secara berkala, atau hanya
menerima satu kali pemberitahuan di awal proses penyidikan. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi penyidikan masih
bersifat formalitas dan belum menjadi budaya hukum dalam tubuh
kepolisian.

3. Efektivitas transparansi penyidikan melalui SP2HP dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran penyidik terhadap
pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan sistem administrasi,
kurangnya pengawasan internal, dan minimnya pemahaman pelapor
terhadap haknya. Akibatnya, fungsi SP2HP sebagai instrumen

akuntabilitas publik belum tercapai secara maksimal.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

Pelapor diharapkan dapat:

a. Aktif dalam meminta informasi terkait perkembangan perkara apabila
SP2HP tidak diterima;

b. Memahami hak-haknya sebagai pelapor dalam proses penyidikan,
termasuk hak memperoleh SP2HP;

c. Masyarakat sebagai pelapor juga perlu diberikan edukasi hukum
tentang hak-haknya, termasuk hak memperolen SP2HP, sehingga
mereka dapat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari penyidik

secara proporsional.
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LAMPIRAN

Lampiran 01 Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Penyidik

Nama . Aiptu Mangiring Siahaan, SH
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Penyidik pembantu Tipidsus Satreskrim Polrestabes Medan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai konsep transparansi dalam proses penyidikan,
khususnya terkait pemberian informasi kepada pelapor?

2. Apa dasar hukum utama yang Bapak/Ibu gunakan dalam menerbitkan SP2HP
kepada pelapor, dan sejauh mana aturan tersebut dipahami serta diterapkan dalam
praktik?

3. Bagaimana mekanisme atau prosedur standar yang berlaku di unit Bapak/Ibu
dalam penerbitan SP2HP, mulai dari permohonan hingga penyampaian kepada
pelapor?

4. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa kendala paling sering dihadapi penyidik
dalam penerbitan SP2HP, baik secara administratif maupun teknis?

5. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat kepatuhan penyidik di unit ini terhadap
kewajiban pemberian SP2HP secara berkala kepada pelapor?

6. Apakah pemberian SP2HP berpengaruh terhadap hubungan antara penyidik dan
pelapor? Jika iya, dapat dijelaskan bagaimana bentuk pengaruhnya?

7. Dalam kasus tertentu, apakah terdapat situasi di mana SP2HP tidak dapat
diberikan kepada pelapor? Apa pertimbangan hukumnya?

8. Menurut Bapak/lbu, apakah SP2HP menjadi instrumen efektif untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang atau mengurangi keluhan masyarakat terhadap kinerja
penyidikan?

9. Bagaimana pemanfaatan teknologi (misalnya e-SP2HP atau sistem digital lain)
dalam mendukung penyampaian SP2HP? Apakah efektif dan apa kendalanya?

10. Apa rekomendasi Bapak/lbu untuk meningkatkan transparansi penyidikan
melalui optimalisasi penerbitan SP2HP ke depan?
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B. Pertanyaan untuk Staff Administrasi

Nama : Fahrur
Usia : 33 Tahun
Jabatan : Staff Admin

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Anda dalam proses administratif terkait
penerbitan SP2HP?

2. Bagaimana alur kerja atau prosedur standar yang dilakukan staf administrasi
mulai dari menerima permintaan SP2HP hingga penyerahannya kepada pelapor?

3. Sistem pencatatan atau arsip seperti apa Yyang digunakan untuk
mendokumentasikan SP2HP, dan sejauh mana sistem tersebut sudah tertata dengan
baik?

4. Apa kendala yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan dokumen SP2HP,
baik terkait kejelasan data, kelengkapan berkas, maupun koordinasi dengan
penyidik?

5. Bagaimana koordinasi antara staf administrasi dan penyidik dalam memastikan
SP2HP dapat diterbitkan tepat waktu?

6. Menurut Anda, apakah beban kerja administrasi mempengaruhi ketepatan
penerbitan SP2HP? Jika iya, bagaimana dampaknya?

7. Apakah pelapor sering menanyakan perkembangan SP2HP kepada bagian
administrasi? Jika ya, bagaimana mekanisme pelayanan yang diberikan?

8. Bagaimana pemanfaatan teknologi atau sistem digital (misalnya e-SP2HP) dalam
mendukung tugas administrasi? Apakah sistem tersebut membantu atau justru
memiliki kendala tertentu?

9. Menurut pandangan Anda, apakah penerbitan SP2HP sudah berjalan transparan
dan mudah diakses oleh pelapor?

10. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas dan
transparansi administrasi dalam proses penerbitan SP2HP ke depan?
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C. Pertanyaan untuk Akademisi/Praktisi Hukum

Nama : Dr. Maruba Sinaga, SH.. MH
Usia : 46 Tahun
Jabatan . Lawyer

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep transparansi dalam proses
penyidikan menurut perspektif hukum acara pidana di Indonesia?

2. Menurut Bapak, apakah ketentuan mengenai SP2HP sudah cukup kuat secara
normatif untuk menjamin hak pelapor dalam memperoleh informasi perkembangan
penyidikan?

3. Bagaimana Bapak menilai implementasi SP2HP di lapangan? Apakah
penerapannya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perkap dan peraturan
perundang-undangan?

4. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan transparansi penyidikan, terutama
terkait pemberian SP2HP kepada pelapor?

5. Menurut Bapak, apakah pemberian SP2HP dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja penyidik? Jika ya, sejauh mana dampaknya?

6. Bagaimana Bapak melihat keseimbangan antara kebutuhan transparansi melalui
SP2HP dengan prinsip confidentiality atau kerahasiaan tertentu dalam penyidikan?

7. Dalam perspektif akademik, apakah SP2HP memiliki pengaruh terhadap
kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian?

8. Menurut Bapak, apakah mekanisme SP2HP saat ini sudah ideal, atau perlu
adanya pembaruan sistem, misalnya digitalisasi atau e-SP2HP?

9. Apa pandangan Bapak mengenai potensi penyalahgunaan atau hambatan etis
dalam penerapan SP2HP?

10. Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi
penyidikan melalui optimalisasi pemberian SP2HP ke depan?
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Lampiran 02 Jawaban Wawancara

A. Jawaban dari Penyidik

Nama . Aiptu Mangiring Siahaan, SH
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Penyidik pembantu Tipidsus Satreskrim Polrestabes Medan

1. Dapat saya jelaskan bahwa transparansi dimaknai sebagai keterbukaan
penyidik dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada
pelapor secara jelas dan proporsional

2. Dasar hukum utama adalah Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan
Perkabareskrim tentang SP2HP, serta yang terbaru surat nomor
B/1/1/Res.7.5/2026/Bareskrim tertanggal 1 Januari 2026, yang berlaku
efektif mulai 2 Januari 2026. Memuat pokok-pokok yaitu:

a. Penyelidikan yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026 tetap
diselesaikan berdasarkan KUHAP Lama (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981)

b. Penyelidikan yang dimulai pada dan setelah 2 Januari 2026 wajib
menggunakan KUHAP 2025.

Aturan ini dipahami dan diterapkan meski belm sepenuhnya optimal

3. Dapat saya jelaskan mekanisme SP2HP diterbitkan oleh penyidik secara
berkala berdasarkan perkembangan penyidikan dan disampaikan langsung
melalui sarana komunikasi kepada pelapor

4. Tentu ada kendala seperti keterbatasan waktu penyidik, beban perkara yang
tinggi, kelengkapan administrasi, bukan suatu tindak pidana, beberapa
penyidik bertugas pengamanan dan penjagaan.

5. Tingkat kepatuhan penyidik sudah sangat baik namun masih ada
keterlambatan dalam pemberian SP2HP pada kasus tertentu

6. Pemberian SP2HP berpengaruh positif karena meningkatkan kepercayaan
dan mengurangi kesalahgunaan/kesalahpahaman antara penyidik dan
pelapor

7. SP2HP tidak diberikan jika berpotensi mengganggu proses penyidikan atau
menyangkut kerahasiaan perkara

8. SP2HP efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menekan
keluhan masyarakat terhadap kinerja penyidik

9. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi seperti e-SP2HP sudah menbantu
namun masih terkendala dengan sarana, jaringan, sosialisasi digital, dan
kesiapan sumber daya manusia

10. Rekomendasi dari saya perlu penguatan pengawasan internal, peningkatan
kapasitas penyidik, dan optimalisasi sistem digital SP2HP.
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B. Jawaban dari Staff Administrasi

Nama : Fahrur
Usia : 33 Tahun
Jabatan : Staff Admin

1. Tugas saya meliputi pencatatan, pengetikan, pengarsipan, sefrta
pendistribusian SP2HP kepada pelapor

2. Alur kerja dimulai dari menerima data perkara dari penyidik, menyiapkan
draft SP2HP, mencatat, lalu menyerahkannya kepada penyidik atau
diberikan ke pelapor

3. Pengarsipan menggunakan buku register dan arsip digital sederhana, namun
belum sepenuhnya terintegrasi

4. Tentu kendala yang muncul adalah data dari penyidik yang belum lengkap
dan keterlambatan koordinasi

5. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung atau bisa dari
smartphone melalui pesan untuk memastikan SP2HP segera diterbitkan

6. Beban kerja yang meningkat terutama saat jumlah perkara meningkat
sehingga terjadi keterlambatan administrasi

7. Pelapor cukup sering bertanya namun ada juga pelapor yang belum
mengetahui pentingnya SP2HP untuk diberikan

8. Sistem digital membantu tetapi masih terkendala jaringan dan keterbatasan
kemampuan operator

9. Secara umum sudah transparam namun akses informasi bagi pelapor masih
perlu ditingkatkan

10. Kedepannya perlu penambahan Sumber Daya Manusia administrasi dan
penguatan sistem digital agar lebih efektif dan transparan
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C. Jawaban dari Akademisi/Praktisi Hukum

Nama : Dr. Maruba Sinaga, SH.. MH
Usia : 46 Tahun
Jabatan . Lawyer

1. Transparansi penyidikan merupakan perwujudan dari due process of law
agar proses penegakan hukum dapat diawasi secara terbatas oleh
masyarakat

2. Secara norma sudah mengatur namun masih berada di level peraturan
internal sehingga daya ikatnya perlu diperkuat

3. Implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan masih
bergantung pada komitmen masing-masing penyidik

4. Tantangan terbesar adalah budaya birokrasi tertutup dan keterbatasan
sumber daya

5. SP2HP meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan kinerja penyidik
karena penyidik terdorong bekerja lebih tertib dan terukur dan tetap patuh
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Keseimbangan dijaga dengan membatasi informasi yang bersifat teknis dan
menyangkut kerahasiaan penyidikan serta keamanan pelapor

7. Dengan transparansi penerbitan SP2HP dan pemberian kepada pelapor
dilakukan dengan keterbukaan informasi sehingga meningkatkan
kepercayaan publik

8. Mekanisme saat ini belum ideal masih ada kekurangan sehingga teknologi
diperlukan

9. Potensi penyalahgunaan data ada terutama jika SP2HP diberikan secara
formalitas tampa substansi

10. Kedepannya perlu penguatan regulasi, digitalisasi, dan pengawasan .
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Lampiran 03 Responsi Riset dan Hasil Penelitian

Gambar 5 : foto Qr Code Pengisian Kuesioner Riset Penelitian yang berjudul
Trasnparansi Penyidikan Melalui Penerbitan SP2HP Kepada Pelapor.

Sumber: https://surveymars.com/mapp/survey/list®

39 https://surveymars.com/mapp/survey/list, diakses pada 29 desember 2025
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Lampiran 04 Urutan Bentuk Dokumen SP2HP

Gambar 6: foto surat perintah penyidikan Resor Kota Besar Medan Sektor Medan
Helvetia Nomor: B/ 393 /VI/RES.1.8/2024/Reskrim
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Gambar 7: foto surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Resor Kota
Besar Medan Nomor: B/367/VI111/Res. 1.11./2021/Reskrim
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Lampiran 05 Dokumentasi foto di Lapangan (studi Di Polrestabes Medan)

Gambar 8 : Berfoto dengan Narasumber Bapak Aiptu Mangiring Siahaan

Gambar 9 : Berfoto Bersama Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan
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Gambar 10 : Berfoto Bersama Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan
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Lampiran 06 Surat Keterangan Permohonan Riset Dan Wawancara Ke
Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Keterangan Permohonan Riset Dan Wawancara ke
Polrestabes Medan
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Lampiran 07 Surat Balasan Untuk Pelaksanaan Permohonan Riset Dan
Wawancara Ke Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Balasan untuk Pelaksanaan Permohonan Riset Dan
Wawancara ke Polrestabes Medan
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Lampiran 08 Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan
Wawancara Ke Satreskrim Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan
Wawancara ke Satreskrim Polrestabes Medan
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